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The enactment of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning 
the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music represents 
a significant step toward strengthening the protection of the economic rights 
of creators and copyright holders in Indonesia. However, its implementation 
has raised legal issues regarding the determination of royalty-paying 
business actors, overlapping royalty obligations, and the balance between 
copyright protection and business interests in the digital era. This study aims 
to analyze the legal framework governing music royalty collection, evaluate 
whether the current system reflects the principles of justice, legal certainty, 
and proportionality, and formulate a fair limitation of royalty-paying subjects. 
The research employs a normative juridical method supported by a socio-
legal approach through statutory, conceptual, comparative, case, and socio-
legal analyses. The findings indicate that the existing regulatory framework 
does not clearly classify commercial music users, creating legal uncertainty 
and the potential imposition of disproportionate royalty obligations on 
businesses that use music only as a supporting element of their activities. 
Accordingly, this study proposes a reformulated royalty system that 
classifies users into Primary Users and Secondary Users based on the 
extent of direct economic benefit obtained from musical works. This 
approach is expected to promote a more balanced, equitable, and 
proportionate royalty management system while ensuring effective copyright 
protection and supporting sustainable business activities. 
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Abstrak 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta 
Lagu dan/atau Musik merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi 
pencipta dan pemegang hak cipta di Indonesia. Namun, implementasinya masih menimbulkan 
berbagai persoalan hukum, terutama terkait penentuan pelaku usaha yang wajib membayar royalti, 
potensi tumpang tindih kewajiban pembayaran royalti, serta keseimbangan antara perlindungan hak 
cipta dan kepentingan ekonomi pelaku usaha di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
kerangka hukum yang mengatur pemungutan royalti musik, mengevaluasi apakah sistem 
pemungutan royalti saat ini telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan 
proporsionalitas, serta merumuskan pembatasan yang adil terhadap subjek yang wajib membayar 
royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan sosio-
legal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, kasus, dan sosio-legal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang berlaku belum memberikan klasifikasi 
yang jelas terhadap pengguna musik untuk kepentingan komersial sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan berpotensi membebankan kewajiban royalti yang tidak proporsional 
kepada pelaku usaha yang menggunakan musik hanya sebagai unsur pendukung kegiatan 
usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan reformulasi sistem royalti dengan 
mengklasifikasikan pengguna musik ke dalam kategori *Primary Users* dan *Secondary Users* 
berdasarkan tingkat manfaat ekonomi langsung yang diperoleh dari penggunaan karya musik. 
Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan royalti yang lebih seimbang, adil, 
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dan proporsional, sekaligus menjamin perlindungan hak cipta yang efektif serta mendukung 
keberlanjutan kegiatan usaha. 
 

Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Keadilan, Proporsionalitas, Royalti Musik 
 

 

I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang 

sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam industri 
musik sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif. Digitalisasi telah mengubah pola 
penciptaan, distribusi, promosi, hingga konsumsi karya musik yang sebelumnya didominasi 
oleh media fisik menjadi berbasis platform digital. Berbagai layanan streaming, media sosial, 
aplikasi berbagi video, serta platform hiburan digital menjadikan musik sebagai salah satu 
komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat secara 
cepat tanpa batas wilayah. Perubahan tersebut memberikan peluang yang besar bagi 
pencipta lagu untuk memperluas jangkauan karyanya, namun pada saat yang sama juga 
menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya berkaitan dengan 
pengelolaan hak ekonomi atas penggunaan lagu dan musik secara komersial. (Robinson, 
2023). 

Transformasi digital tersebut telah menyebabkan perubahan paradigma mengenai 
pemanfaatan karya musik dalam kegiatan usaha. Musik tidak lagi dipandang semata 
sebagai karya seni yang dinikmati secara personal, melainkan telah berkembang menjadi 
instrumen ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap berbagai aktivitas komersial. 
Restoran, hotel, pusat perbelanjaan, kafe, tempat hiburan, pusat kebugaran, transportasi 
umum, hingga berbagai platform digital menggunakan musik sebagai bagian dari strategi 
pemasaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. Penggunaan musik 
tersebut diyakini mampu meningkatkan pengalaman pelanggan (customer experience), 
memperkuat identitas usaha, serta mendorong peningkatan nilai transaksi sehingga 
keberadaan musik memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi modern. (Waldfogel, 
2018). 

Pemanfaatan karya musik dalam berbagai kegiatan komersial pada dasarnya 
merupakan bentuk eksploitasi hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang 
hak cipta. Dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual, hak ekonomi memberikan 
kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas setiap 
bentuk penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu 
dan musik untuk kepentingan komersial pada prinsipnya harus memperoleh izin dari 
pemegang hak atau dilakukan melalui mekanisme pembayaran royalti yang telah diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut merupakan 
implementasi dari penghormatan terhadap kreativitas intelektual yang menjadi salah satu 
fondasi utama dalam sistem perlindungan hak cipta modern. (Handke, 2014). 

Perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga 
memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Dari perspektif ekonomi, perlindungan hak cipta 
memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya kreatif yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Semakin baik perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, 
maka semakin besar pula motivasi untuk melakukan inovasi dalam industri kreatif. 
Sebaliknya, lemahnya perlindungan hukum akan menimbulkan praktik penggunaan karya 
tanpa izin yang berpotensi mengurangi pendapatan pencipta sekaligus menurunkan kualitas 
ekosistem industri musik nasional. Oleh sebab itu, perlindungan hak cipta tidak dapat 
dipisahkan dari upaya membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. (Towse, 2020). 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional 
mengenai hak kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan 
yang efektif terhadap hak cipta. Komitmen tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengaturan lebih 
komprehensif mengenai hak moral, hak ekonomi, mekanisme lisensi, serta pengelolaan 
royalti bagi pencipta dan pemegang hak terkait. Undang-undang tersebut juga 
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menempatkan hak cipta sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung 
pembangunan ekonomi nasional berbasis inovasi dan kreativitas. Dengan demikian, 
perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi menjaga kepentingan individu pencipta, tetapi 
juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Sardjono, 2022). 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pemerintah 
kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kehadiran peraturan ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian mengenai tata cara penghimpunan, pengelolaan, dan 
pendistribusian royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial. Selain itu, 
peraturan tersebut memperkuat kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 
sebagai lembaga yang berwenang mengoordinasikan penghimpunan dan distribusi royalti 
secara nasional melalui mekanisme satu pintu sehingga diharapkan mampu meningkatkan 
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan royalti di Indonesia. (Afifah et al., 
2021). 

Meskipun memiliki tujuan yang progresif, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2021 masih memunculkan berbagai persoalan di lapangan. Salah satu persoalan 
yang paling banyak diperdebatkan adalah belum adanya parameter yang jelas mengenai 
siapa saja yang dikategorikan sebagai pengguna komersial yang wajib membayar royalti. 
Ketentuan yang berlaku masih menggunakan pengertian yang sangat luas sehingga hampir 
seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan musik, baik sebagai objek utama maupun 
sekadar pelengkap suasana usaha, diposisikan memiliki kewajiban yang sama dalam 
pembayaran royalti. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan penafsiran antara pencipta 
lagu, LMKN, pelaku usaha, maupun aparat penegak hukum mengenai ruang lingkup 
kewajiban pembayaran royalti. (Indarsen, 2023). 

Ketidakjelasan norma tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai 
kepastian hukum. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya aturan yang jelas, 
tegas, dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya 
secara pasti. Dalam konteks pemungutan royalti musik, kepastian hukum menjadi sangat 
penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dua pihak sekaligus, yaitu 
pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dan pelaku usaha sebagai pengguna karya cipta. 
Ketika norma hukum tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kategori pengguna 
komersial, maka potensi terjadinya sengketa hukum akan semakin besar dan dapat 
mengurangi efektivitas pelaksanaan perlindungan hak cipta. (Asma, 2021). 

Selain persoalan kepastian hukum, implementasi sistem royalti juga menimbulkan 
perdebatan mengenai prinsip keadilan. Pada satu sisi, pencipta memiliki hak untuk 
memperoleh royalti atas penggunaan karya musik yang diciptakannya. Namun di sisi lain, 
tidak semua pelaku usaha memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari penggunaan 
musik. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan musik hanya sebagai 
sarana pendukung untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen, bukan 
sebagai komoditas utama yang diperjualbelikan. Pemberlakuan kewajiban pembayaran 
royalti yang sama terhadap seluruh pelaku usaha tanpa memperhatikan tingkat manfaat 
ekonomi yang diperoleh berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan 
proporsionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Kusumaningtyas, 
2025). 

Perdebatan tersebut semakin berkembang setelah berbagai asosiasi pelaku usaha 
menyampaikan keberatan terhadap mekanisme pemungutan royalti yang dinilai belum 
sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha. Bagi pelaku usaha besar, 
pembayaran royalti mungkin tidak menjadi persoalan yang berarti karena sebanding dengan 
keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi, bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tambahan 
beban pembayaran royalti dapat memengaruhi efisiensi operasional serta daya saing usaha. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu menyeimbangkan perlindungan 
terhadap hak ekonomi pencipta dengan keberlangsungan kegiatan usaha agar tujuan 
pembangunan ekonomi nasional tetap dapat diwujudkan secara berkelanjutan. (Hidayat, 
Lesmana, & Latifah, 2022). 
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Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif 
Nasional (LMKN) merupakan konsekuensi dari berkembangnya praktik pengelolaan hak 
cipta secara kolektif. Dalam praktiknya, pencipta lagu akan mengalami kesulitan apabila 
harus memberikan izin dan melakukan penagihan royalti secara langsung kepada setiap 
pengguna karya musik. Oleh karena itu, sistem manajemen kolektif dibentuk sebagai 
mekanisme yang memudahkan proses pemberian lisensi, penghimpunan royalti, hingga 
pendistribusian kepada para pencipta dan pemegang hak terkait. Melalui mekanisme 
tersebut diharapkan tercipta efisiensi administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum 
bagi pengguna karya musik karena pembayaran royalti dilakukan melalui lembaga yang 
memperoleh legitimasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Jeheskiel 
Walukow, Rumokoy, & Palilingan, 2022). 

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memperkuat fungsi 
LMKN sebagai lembaga koordinatif yang bertugas menghimpun, mengelola, dan 
mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Penguatan 
kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini 
muncul akibat banyaknya LMK yang melakukan penarikan royalti secara terpisah sehingga 
menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Dengan adanya sistem satu pintu melalui 
LMKN, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme pengelolaan royalti yang lebih 
transparan, efisien, serta mampu memberikan kepastian bagi pencipta maupun pelaku 
usaha yang memanfaatkan karya musik secara komersial (Asma, 2021). 

Walaupun demikian, penguatan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya mampu 
menyelesaikan berbagai persoalan implementasi di lapangan. Dalam praktiknya masih 
ditemukan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan antara LMKN dengan LMK, 
terutama berkaitan dengan mekanisme penghimpunan royalti, pemberian lisensi, hingga 
distribusi hasil penghimpunan kepada pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
pembentukan sistem kelembagaan yang baru belum sepenuhnya diikuti dengan 
harmonisasi norma serta pedoman teknis yang jelas sehingga masih berpotensi 
menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan royalti musik di 
Indonesia (Afifah et al., 2021). 

Persoalan lain yang banyak memperoleh perhatian adalah belum adanya parameter 
yang objektif dalam menentukan siapa yang termasuk sebagai pengguna komersial 
(commercial users). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memang memberikan 
daftar tempat usaha yang wajib membayar royalti, namun tidak memberikan penjelasan 
mengenai tingkat pemanfaatan musik yang menjadi dasar lahirnya kewajiban tersebut. 
Akibatnya, pelaku usaha yang menjadikan musik sebagai objek utama kegiatan usaha 
diperlakukan sama dengan pelaku usaha yang hanya menggunakan musik sebagai 
pelengkap suasana. Kesamaan perlakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai 
kesesuaian pengaturan dengan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pembentukan 
regulasi (Indarsen, 2023). 

Permasalahan tersebut semakin nyata ketika kewajiban pembayaran royalti diterapkan 
terhadap berbagai jenis usaha dengan karakteristik yang sangat berbeda. Hotel, restoran, 
pusat kebugaran, rumah sakit, kafe, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga usaha mikro 
yang sekadar memutar musik melalui layanan streaming dikenakan kewajiban yang relatif 
sama tanpa mempertimbangkan besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh dari 
penggunaan musik tersebut. Padahal secara ekonomis, kontribusi musik terhadap 
peningkatan pendapatan setiap jenis usaha tidaklah identik sehingga penerapan kewajiban 
yang seragam berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha tertentu (Mahesa 
Center, 2025). 

Dari perspektif hukum ekonomi, setiap kebijakan yang membebankan kewajiban 
finansial kepada pelaku usaha seharusnya didasarkan pada prinsip proporsionalitas antara 
manfaat yang diperoleh dengan beban yang ditanggung. Prinsip tersebut penting agar 
regulasi tidak hanya memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta, tetapi juga 
tetap menjaga iklim investasi dan keberlangsungan kegiatan usaha. Regulasi yang terlalu 
represif berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) sehingga mengurangi 
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daya saing pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki 
kemampuan ekonomi terbatas (Handke, 2014). 

Dalam perkembangan ekonomi digital, musik telah menjadi bagian dari ekosistem 
bisnis berbasis platform. Kehadiran layanan digital seperti aplikasi streaming, media sosial, 
short video platform, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan menyebabkan 
penggunaan karya musik semakin luas dan kompleks. Musik tidak lagi digunakan hanya 
melalui media konvensional, tetapi telah menjadi bagian dari promosi digital, konten kreatif, 
pemasaran produk, dan aktivitas ekonomi lainnya. Perubahan pola penggunaan tersebut 
menuntut sistem pengelolaan royalti yang adaptif terhadap perkembangan teknologi 
sehingga perlindungan hak cipta tetap dapat berjalan secara efektif tanpa menghambat 
inovasi digital (Weatherall, 2021). 

Perubahan tersebut juga membawa tantangan baru dalam proses identifikasi 
penggunaan lagu dan musik. Tidak seluruh penggunaan karya musik dapat terdeteksi 
secara optimal apabila masih menggunakan mekanisme konvensional. Oleh karena itu, 
berbagai negara mulai mengembangkan sistem basis data digital, music information system, 
dan teknologi pelacakan penggunaan karya (digital tracking system) untuk meningkatkan 
akurasi penghimpunan dan distribusi royalti. Digitalisasi sistem administrasi tersebut tidak 
hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mengurangi potensi sengketa mengenai 
besaran royalti yang menjadi hak pencipta maupun kewajiban pengguna (Silfiani, 2022). 

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas sistem manajemen 
kolektif sangat bergantung pada transparansi tata kelola, akurasi data penggunaan karya, 
dan akuntabilitas lembaga pengelola royalti. Organisasi manajemen kolektif yang mampu 
menyediakan informasi penggunaan karya secara terbuka akan memperoleh tingkat 
kepercayaan yang lebih tinggi baik dari pencipta maupun pengguna. Sebaliknya, lemahnya 
transparansi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpercayaan publik, serta 
sengketa mengenai mekanisme distribusi royalti. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan 
tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi juga harus diikuti 
dengan modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi (Aguilar, 2019). 

Selain transparansi, efisiensi juga menjadi indikator penting dalam pengelolaan royalti 
musik. Sistem yang terlalu birokratis akan meningkatkan biaya administrasi dan mengurangi 
nilai royalti yang diterima pencipta. Sebaliknya, sistem yang sederhana namun tetap 
akuntabel akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan. 
Oleh sebab itu, pengelolaan royalti modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek 
hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi ekonomi agar mekanisme 
perlindungan hak cipta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang 
terlibat (Hadziarapovic et al., 2023). 

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas aspek normatif 
mengenai kedudukan LMKN, mekanisme penghimpunan royalti, maupun perlindungan hak 
ekonomi pencipta. Penelitian Afifah dkk. menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan 
royalti berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021, sedangkan Asma mengkaji kepastian hukum 
kedudukan LMKN sebagai lembaga penghimpun royalti. Penelitian Indarsen lebih berfokus 
pada konsekuensi yuridis pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2021, sementara penelitian 
Kharisma dan Riswandi mengkaji pembayaran royalti dalam kegiatan live performance. 
Keseluruhan penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan 
hukum hak cipta, namun belum membahas secara mendalam keseimbangan perlindungan 
hak cipta dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha melalui pendekatan proporsionalitas 
dan analisis ekonomi terhadap hukum (Kharisma & Riswandi, 2022). 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur tersebut, terdapat research gap yang 
menunjukkan masih terbatasnya kajian mengenai klasifikasi pengguna musik berdasarkan 
tingkat manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan karya musik. Sebagian besar 
penelitian masih memandang seluruh pengguna komersial sebagai satu kategori yang 
memiliki kewajiban hukum yang sama, padahal karakteristik penggunaan musik dalam 
setiap sektor usaha sangat beragam. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut 
dengan menawarkan konsep klasifikasi Primary Users dan Secondary Users sebagai dasar 
penentuan kewajiban pembayaran royalti yang lebih proporsional, sehingga mampu 
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menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dengan kepentingan 
ekonomi pelaku usaha di era digital. Kebaruan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi 
teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem hukum hak cipta di Indonesia (Jaya, 
2025). 

Perkembangan hukum hak cipta pada era digital menunjukkan bahwa perlindungan 
terhadap hak ekonomi pencipta tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan 
hubungan keperdataan antara pencipta dan pengguna karya. Hak cipta telah menjadi 
bagian dari sistem pembangunan ekonomi nasional yang berkaitan erat dengan investasi, 
inovasi, perkembangan industri kreatif, dan pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, 
setiap kebijakan yang mengatur pemanfaatan karya cipta harus mampu menciptakan 
keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif dengan 
kepentingan pelaku usaha sebagai pengguna karya dalam aktivitas ekonomi. Regulasi yang 
terlalu menitikberatkan pada salah satu kepentingan berpotensi menimbulkan ketidakadilan 
dan mengurangi efektivitas hukum dalam mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri 
(Riswandi, 2021). 

Dalam perspektif negara hukum, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya diukur dari 
banyaknya kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya 
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Teori Gustav 
Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai 
fundamental yang harus diwujudkan secara proporsional dalam setiap pembentukan 
maupun pelaksanaan hukum. Ketiga nilai tersebut menjadi parameter penting dalam 
mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, 
khususnya mengenai pengaturan kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna lagu dan 
musik secara komersial. Apabila salah satu nilai tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan 
hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat akan sulit diwujudkan secara 
optimal (Rahesatama & Widiatedja, 2023). 

Prinsip keadilan menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem pengelolaan royalti 
musik. Pencipta lagu berhak memperoleh penghargaan ekonomi atas karya intelektual yang 
dihasilkannya karena karya tersebut lahir dari kreativitas, kemampuan, dan investasi waktu 
yang tidak sedikit. Namun demikian, keadilan juga harus diberikan kepada pelaku usaha 
yang menggunakan musik secara proporsional sesuai karakteristik usahanya. Pengenaan 
kewajiban pembayaran royalti yang tidak mempertimbangkan tingkat pemanfaatan musik 
justru dapat menciptakan ketimpangan baru, karena seluruh pelaku usaha diperlakukan 
sama meskipun manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan musik sangat berbeda. 
Kondisi demikian menunjukkan bahwa konsep keadilan distributif belum sepenuhnya 
tercermin dalam implementasi regulasi yang berlaku (Towse, 2017). 

Selain keadilan, kepastian hukum merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari 
pelaksanaan sistem royalti nasional. Kepastian hukum menghendaki adanya norma yang 
jelas, konsisten, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara seragam. Dalam praktik 
pemungutan royalti, kepastian hukum menjadi sangat penting agar pencipta memperoleh 
jaminan atas hak ekonominya, sedangkan pelaku usaha mengetahui secara pasti kapan, 
bagaimana, dan dalam kondisi apa kewajiban pembayaran royalti timbul. Ketidakjelasan 
mengenai definisi “penggunaan secara komersial” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2021 masih menyisakan ruang interpretasi yang luas sehingga memunculkan potensi 
perbedaan penafsiran di antara para pemangku kepentingan (Pradela, 2022). 

Perspektif proporsionalitas juga menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas 
pengaturan royalti musik. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara 
hak dan kewajiban para pihak sehingga beban yang dibebankan oleh negara tidak melebihi 
manfaat yang ingin dicapai. Dalam konteks pemanfaatan lagu dan musik, tidak seluruh 
pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi yang sama dari penggunaan karya musik. 
Sebagian pelaku usaha menjadikan musik sebagai komoditas utama, sedangkan sebagian 
lainnya hanya memanfaatkannya sebagai unsur pendukung pelayanan. Oleh karena itu, 
penerapan kewajiban yang seragam terhadap seluruh kategori pengguna tidak sepenuhnya 
mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pembentukan kebijakan publik 
(Kusumaningtyas, 2025). 
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Pendekatan law and economics memberikan sudut pandang yang berbeda dalam 
menganalisis kebijakan hukum mengenai royalti musik. Menurut pendekatan ini, suatu 
regulasi dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan efisiensi ekonomi tanpa mengurangi 
perlindungan terhadap hak-hak yang diatur. Pengaturan mengenai royalti seharusnya tidak 
hanya menjamin pendapatan bagi pencipta, tetapi juga mempertimbangkan dampak 
ekonomi terhadap dunia usaha, biaya kepatuhan (compliance cost), biaya transaksi 
(transaction cost), serta pengaruhnya terhadap iklim investasi. Regulasi yang efisien akan 
mendorong terciptanya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan pertumbuhan 
ekonomi nasional (Handke, 2014). 

Dalam praktik internasional, sistem pengelolaan royalti modern mulai mengarah pada 
pendekatan berbasis risiko dan manfaat ekonomi (economic benefit approach). Pendekatan 
tersebut membedakan pengguna karya berdasarkan tingkat kontribusi karya cipta terhadap 
keuntungan ekonomi yang diperoleh. Semakin besar ketergantungan suatu usaha terhadap 
penggunaan musik, semakin besar pula kewajiban ekonomi yang harus dipenuhi. 
Sebaliknya, apabila musik hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung tanpa memberikan 
kontribusi dominan terhadap keuntungan usaha, maka pengaturan kewajiban royalti 
dilakukan secara lebih proporsional. Model demikian dinilai mampu menciptakan 
keseimbangan antara perlindungan pencipta dengan keberlangsungan aktivitas bisnis (Miller 
& Klingner, 2022). 

Beberapa negara juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan 
akurasi dalam penetapan besaran royalti. Sistem berbasis big data, music fingerprinting, 
digital licensing, dan automated royalty management memungkinkan identifikasi 
penggunaan karya dilakukan secara lebih objektif berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis 
pemanfaatan, dan nilai ekonomi yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak 
hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem royalti karena 
besaran kewajiban didasarkan pada data yang dapat diverifikasi secara ilmiah 
(Uchtenhagen, 2014). 

Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem 
pengelolaan royalti yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Integrasi antara 
LMKN, LMK, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penyelenggara platform digital, dan 
pelaku usaha melalui sistem informasi nasional dapat meningkatkan efektivitas 
penghimpunan maupun distribusi royalti. Di samping itu, digitalisasi administrasi juga akan 
mempermudah proses pengawasan, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan royalti nasional. Modernisasi 
kelembagaan tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat semakin pesatnya 
perkembangan industri musik digital di Indonesia (Silfiani, 2022). 

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu 
reformulasi konsep pemungutan royalti melalui pengelompokan pengguna musik ke dalam 
dua kategori, yaitu Primary Users dan Secondary Users. Primary Users merupakan 
pengguna yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari eksploitasi lagu dan 
musik, seperti penyelenggara konser, layanan streaming musik, karaoke, dan platform 
digital yang menjadikan musik sebagai objek utama kegiatan usaha. Sebaliknya, Secondary 
Users adalah pelaku usaha yang menggunakan musik hanya sebagai fasilitas pendukung 
untuk menciptakan suasana usaha, seperti restoran, hotel, pusat kebugaran, toko ritel, atau 
kafe. Klasifikasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam menentukan besaran 
maupun mekanisme pembayaran royalti yang lebih proporsional sesuai tingkat manfaat 
ekonomi yang diperoleh masing-masing pengguna (Hadziarapovic et al., 2023). 

Konsep klasifikasi tersebut merupakan bentuk pembaruan (novelty) yang 
membedakan penelitian ini dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu 
umumnya masih berfokus pada aspek kelembagaan LMKN, mekanisme distribusi royalti, 
atau perlindungan hak ekonomi pencipta, sedangkan penelitian ini menempatkan 
keseimbangan kepentingan sebagai fokus utama melalui pendekatan keadilan, 
proporsionalitas, kepastian hukum, dan law and economics. Dengan demikian, penelitian ini 
tidak hanya menganalisis kelemahan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
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2021, tetapi juga menawarkan model konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam 
penyempurnaan regulasi pengelolaan royalti musik di Indonesia (Gervais, 2022). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua 
permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pemungutan royalti 
lagu dan/atau musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah 
memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus menjamin kepentingan 
ekonomi pelaku usaha, serta bagaimana konsep ideal reformulasi sistem pemungutan 
royalti yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas di era 
digital. Jawaban atas kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan 
kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual sekaligus 
menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan 
pengelolaan royalti nasional sehingga tercipta sistem yang lebih efektif, adaptif, dan 
berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan (Jaya, 2025). 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung pendekatan 
empiris (socio-legal research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 
kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk 
menganalisis pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 beserta implementasinya dalam praktik 
(Rahesatama & Widiatedja, 2023). 

Objek penelitian meliputi pengaturan hukum mengenai pengelolaan royalti lagu 
dan/atau musik, khususnya terkait kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna komersial, 
kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta mekanisme 
penghimpunan dan pendistribusian royalti. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil 
penelitian, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan 
ensiklopedia hukum (Afifah et al., 2021). 

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan yang 
dipilih secara purposive, yaitu akademisi, praktisi hukum, pengurus LMKN/LMK, serta pelaku 
usaha yang menggunakan musik dalam kegiatan komersial. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2021 dalam praktik (Asma, 2021). 

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahapan 
reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum, teori proporsionalitas, teori 
perlindungan hukum, serta pendekatan law and economics untuk merumuskan konsep ideal 
pengelolaan royalti musik yang memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan sesuai 
dengan perkembangan ekonomi digital (Gervais, 2022). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta yang bertujuan memberikan kepastian mengenai mekanisme penghimpunan, 
pengelolaan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara 
komersial. Pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin 
terpenuhinya hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui 
sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dengan menempatkan Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengoordinasikan penghimpunan royalti 
secara nasional. Kehadiran PP Nomor 56 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan langkah 
progresif karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan mekanisme 
pengelolaan royalti sebelumnya yang masih menimbulkan banyak perbedaan praktik di 
lapangan (Afifah et al., 2021). 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021, penelitian 
menemukan bahwa penguatan kedudukan LMKN sebagai lembaga pengelola royalti secara 
nasional memberikan manfaat dalam menciptakan sistem penghimpunan royalti yang lebih 
terintegrasi. Mekanisme satu pintu diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih 
penarikan royalti oleh berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), meningkatkan 
transparansi distribusi royalti kepada pencipta, serta memberikan kepastian bagi pengguna 
karya musik dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan adanya koordinasi yang 
terpusat, negara berupaya membangun tata kelola royalti yang lebih akuntabel sekaligus 
meningkatkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari penguatan 
industri kreatif nasional (Asma, 2021). 

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi PP Nomor 56 
Tahun 2021 masih menghadapi berbagai kendala normatif maupun empiris. Salah satu 
persoalan utama adalah belum adanya batasan yang jelas mengenai subjek hukum yang 
wajib membayar royalti. Peraturan tersebut hanya mengatur penggunaan lagu dan/atau 
musik secara komersial tanpa memberikan kriteria yang rinci mengenai bentuk penggunaan 
yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Akibatnya, muncul berbagai penafsiran 
yang berbeda antara LMKN, LMK, pencipta lagu, pelaku usaha, maupun aparat penegak 
hukum mengenai ruang lingkup penggunaan komersial sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan tersebut (Indarsen, 2023). 

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berdampak terhadap munculnya ketidakpastian 
hukum bagi pelaku usaha. Dalam praktik, berbagai jenis usaha seperti hotel, restoran, kafe, 
pusat kebugaran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga sarana transportasi diposisikan 
sebagai pengguna komersial yang wajib membayar royalti. Padahal karakteristik 
penggunaan musik pada masing-masing sektor usaha memiliki tujuan yang berbeda. 
Sebagian pelaku usaha menjadikan musik sebagai objek utama kegiatan usaha, sedangkan 
sebagian lainnya hanya menggunakan musik sebagai pelengkap suasana atau fasilitas 
pelayanan kepada konsumen. Perbedaan karakteristik tersebut belum memperoleh 
pengaturan yang proporsional dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 sehingga menimbulkan 
keberatan dari sebagian pelaku usaha (Kusumaningtyas, 2025). 

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas kompleksitas penerapan 
sistem royalti di Indonesia. Saat ini sebagian besar penggunaan lagu dilakukan melalui 
platform digital berlisensi seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, Joox, maupun 
layanan digital lainnya yang pada dasarnya telah memiliki mekanisme pembayaran lisensi 
kepada pemegang hak cipta. Dalam kondisi demikian, muncul persepsi di kalangan pelaku 
usaha bahwa kewajiban membayar royalti kepada LMKN di samping biaya berlangganan 
platform digital berpotensi menimbulkan double payment atau pembayaran ganda. 
Walaupun secara yuridis kedua mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, 
kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi sistem lisensi digital dengan mekanisme 
penghimpunan royalti nasional agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat 
(Silfiani, 2022). 

Dari perspektif perlindungan hak cipta, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta 
lagu tetap harus memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena hak ekonomi 
merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta. Royalti merupakan bentuk penghargaan atas hasil kreativitas intelektual yang 
memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna karya musik. Oleh karena itu, negara memiliki 
kewajiban untuk membangun sistem pengelolaan royalti yang mampu menjamin hak 
pencipta tanpa mengabaikan kepentingan pihak lain. Perlindungan tersebut menjadi bagian 
penting dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia (Riswandi, 2021). 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hak 
ekonomi pencipta harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi 
pelaku usaha. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap regulasi tidak hanya 
memberikan perlindungan kepada satu pihak, tetapi juga memperhatikan asas keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh subjek hukum. Pengenaan kewajiban 
royalti secara seragam terhadap seluruh pengguna lagu tanpa mempertimbangkan tingkat 
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manfaat ekonomi yang diperoleh berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara 
perlindungan hak cipta dengan keberlangsungan dunia usaha, khususnya bagi usaha mikro, 
kecil, dan menengah yang menggunakan musik hanya sebagai fasilitas pendukung kegiatan 
usaha (Rahesatama & Widiatedja, 2023). 

Analisis penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum 
sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas. Dalam teori proporsionalitas, beban hukum 
yang dibebankan kepada masyarakat harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari 
suatu aktivitas. Kenyataannya, PP Nomor 56 Tahun 2021 belum membedakan antara 
pengguna yang memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari eksploitasi musik 
dengan pengguna yang hanya memanfaatkan musik sebagai sarana pendukung pelayanan. 
Kondisi tersebut menyebabkan kewajiban pembayaran royalti diterapkan secara sama 
terhadap subjek hukum yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga 
berpotensi mengurangi rasa keadilan dalam implementasinya (Towse, 2017). 

Tabel 1. Hasil Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

No. Aspek Analisis Temuan Penelitian 

1 Dasar hukum PP Nomor 56 Tahun 2021 memberikan kepastian mengenai 
mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian 
royalti melalui LMKN. 

2 Kedudukan LMKN LMKN berperan sebagai koordinator nasional dalam sistem 
penghimpunan royalti satu pintu. 

3 Pengaturan subjek 
wajib royalti 

Belum terdapat batasan yang jelas mengenai pengguna komersial 
yang wajib membayar royalti. 

4 Dampak terhadap 
pelaku usaha 

Seluruh pengguna musik komersial dikenakan kewajiban royalti 
tanpa membedakan karakteristik penggunaan musik. 

5 Perkembangan 
teknologi digital 

Penggunaan platform digital berlisensi menimbulkan persepsi 
adanya pembayaran royalti ganda (double payment). 

6 Perlindungan hak 
ekonomi pencipta 

Hak ekonomi pencipta tetap memperoleh perlindungan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. 

7 Prinsip 
proporsionalitas 

Sistem yang berlaku belum membedakan pengguna berdasarkan 
manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan musik. 

8 Reformulasi sistem Penelitian menawarkan klasifikasi Primary Users dan Secondary 
Users sebagai dasar pemungutan royalti yang lebih proporsional. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 telah 
memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai sistem pengelolaan royalti lagu 
dan/atau musik melalui LMKN. Namun demikian, penelitian menemukan masih terdapat 
beberapa permasalahan, terutama belum adanya batasan yang tegas mengenai subjek 
hukum yang wajib membayar royalti, munculnya persepsi pembayaran ganda pada 
penggunaan platform digital, serta belum diterapkannya prinsip proporsionalitas dalam 
penentuan kewajiban pembayaran royalti. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian 
menawarkan reformulasi sistem pemungutan royalti melalui klasifikasi Primary Users dan 
Secondary Users agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta 
dan kepentingan pelaku usaha. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan reformulasi sistem 
pemungutan royalti melalui pembatasan subjek hukum berdasarkan tingkat manfaat 
ekonomi yang diperoleh dari penggunaan lagu dan/atau musik. Reformulasi tersebut 
dilakukan melalui klasifikasi Primary Users dan Secondary Users. Primary Users merupakan 
pihak yang menjadikan musik sebagai objek utama kegiatan komersial sehingga 
memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari penggunaan karya musik, seperti 
penyelenggara konser, karaoke, platform streaming musik, perusahaan penyiaran, maupun 
penyelenggara pertunjukan musik berbayar. Terhadap kategori ini, kewajiban pembayaran 
royalti tetap diberlakukan secara penuh karena terdapat hubungan langsung antara 
penggunaan karya musik dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh (Jaya, 2025). 

Sebaliknya, Secondary Users merupakan pelaku usaha yang menggunakan musik 
hanya sebagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, seperti 
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hotel, restoran, kafe, pusat kebugaran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sarana 
transportasi. Terhadap kategori ini diperlukan pengaturan yang lebih fleksibel dengan 
mempertimbangkan tingkat manfaat ekonomi yang diperoleh, skala usaha, karakteristik 
penggunaan musik, serta keberadaan lisensi digital yang telah dimiliki. Pendekatan tersebut 
tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ekonomi pencipta, melainkan menciptakan 
mekanisme pemungutan royalti yang lebih proporsional sehingga tidak menimbulkan beban 
ekonomi yang berlebihan bagi pelaku usaha (Mahesa Center, 2025). 

Konsep klasifikasi tersebut merupakan kebaruan (novelty) penelitian ini karena 
menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem pengelolaan royalti yang berlaku saat 
ini. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penguatan kelembagaan LMKN, 
mekanisme distribusi royalti, maupun perlindungan hak ekonomi pencipta. Sementara itu, 
penelitian ini menempatkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan 
ekonomi pelaku usaha sebagai fokus utama melalui pendekatan keadilan, kepastian hukum, 
proporsionalitas, dan law and economics. Dengan demikian, reformulasi yang ditawarkan 
diharapkan mampu menjadi alternatif penyempurnaan PP Nomor 56 Tahun 2021 sehingga 
sistem pemungutan royalti di Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi 
digital, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong 
terciptanya ekosistem industri musik yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan (Gervais, 
2022).  

 
IV.  KESIMPULAN 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum bagi 
pengelolaan royalti lagu dan/atau musik melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai upaya untuk melindungi hak 
ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Meskipun demikian, implementasinya masih 
menghadapi berbagai kendala, terutama belum adanya batasan yang jelas mengenai subjek 
hukum yang wajib membayar royalti serta ruang lingkup penggunaan lagu dan/atau musik 
secara komersial. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak 
pada berkurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang 
menggunakan musik hanya sebagai sarana pendukung kegiatan usaha di era digital dan 
ruang publik. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pemungutan royalti berdasarkan PP 
Nomor 56 Tahun 2021 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian 
hukum, dan proporsionalitas. Pengenaan kewajiban pembayaran royalti secara seragam 
terhadap seluruh pengguna musik belum mempertimbangkan perbedaan tingkat manfaat 
ekonomi yang diperoleh dari penggunaan karya musik. Selain itu, perkembangan platform 
digital yang telah memiliki mekanisme lisensi tersendiri menimbulkan potensi tumpang tindih 
kewajiban pembayaran royalti sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan yang lebih adaptif 
terhadap perkembangan teknologi dan industri musik digital. 

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan reformulasi pembatasan subjek hukum 
yang wajib membayar royalti melalui klasifikasi Primary Users dan Secondary Users. 
Primary Users merupakan pengguna yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung 
dari eksploitasi karya musik sehingga tetap dikenai kewajiban pembayaran royalti secara 
penuh, sedangkan Secondary Users merupakan pengguna yang memanfaatkan musik 
sebagai sarana pendukung kegiatan usaha sehingga mekanisme pembayaran royalti perlu 
disesuaikan berdasarkan tingkat manfaat ekonomi, karakteristik usaha, dan keberadaan 
lisensi digital yang dimiliki. Konsep tersebut menjadi kebaruan penelitian yang diharapkan 
dapat mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan ekonomi 
pelaku usaha, sekaligus menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan 
royalti musik di Indonesia agar lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan 
ekosistem ekonomi digital.   
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